PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TERJERAT KORUPSI DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSTAL TA 2012
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Didin Budiman, Bendahara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPKAD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, ditetapkan sebagai tersangka dalam
kasus korupsi hibah Pemkot Bandung TA 2012. Didin diduga telah menyalurkan dana
hibah kepada orang yang tidak seharusnya menerima hibah. Hal tersebut disampaikan
oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung, Rinaldi
Umar.

Ditegaskan Rinaldi, sejak 2 Februari 2015, Kejari Bandung memang sudah
mengeluarkan surat perintah penyidikan baru dalam kasus hibah tahun 2012 ini. Atas
dimulainya penyidikan baru tersebut, Kejari Bandung menetapkan tersangka Didin
Budiman, yang ketika itu menjabat sebagai Bendahara DPKAD. Saat ini, Didin
Budiman sendiri sudah berpindah tugas di Dinas Pelayanan Pajak (Disyanjak) Pemkot
Bandung.

Menurut Rinaldi, Didin adalah tersangka baru dalam kasus hibah dan bantuan
sosial (bansos) yang telah menyeret Entik Musakti (Koordinator Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM)) ke persidangan dan Herry Nurhayat (mantan Kepala Dinas (Kadis)
DPKAD). Entik sudah divonis 9 tahun penjara oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) Bandung karena terbukti melakukan korupsi hibah, sedangkan Herry
masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung. Herry sendiri juga
merupakan terpidana kasus suap dan bansos dan sudah mendekam di Lembaga
Pemasyarakatan (LLapas) Sukamiskin.

Rinaldi mengatakan, penetapan tersangka terhadap Didin setelah dilakukan
pemeriksaan dan hasil pendalaman terhadap saksi-saksi dari LSM, pejabat Pemkot
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Bandung, dan Didin sendiri. Peran Didin adalah mengeluarkan dana hibah kepada
penerima yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam daftar penerima. “Temuan
kami, ada 15 LSM penerima hibah yang tidak masuk daftar. Akibatnya, penerima hibah
salah sasaran”, ujarnya.

Akibat perbuatan tersangka, menurut Rinaldi, Negara dirugikan hingga Rp 3
miliar. Tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman maksimal 20 tahun
penjara. Menurut Rinaldi, setelah penctapan tersangka, dia akan menjadwalkan
pemanggilan kepada Didin. Namun belum diketahui kapan jadwal pemanggilan akan
dilakukan.

Seperti diketahui, kasus korupsi hibah Pemkot Bandung tahun 2012 mencuat
setelah koordinator LSM, Entik Musakti ditetapkan sebagai tersangka. Entik yang telah
divonis hakim, berperan mengumpulkan LSM untuk menerima bantuan hibah Pemkot
Bandung. Beberapa ketua LSM malah tidak mengetahui dapat hibah karena tidak
mengajukan proposal. Mereka baru tahu saat pencairan dan itu pun uangnya diambil
Entik. Perbuatan Entik telah merugikan Negara sebesar Rp 7.9 miliar.

Sumber Berita:

1. Harian Pikiran Rakyat, Satu Lagi PNS Pemkot Terjerat Korupsi, Selasa, 3 Februari
2015.

2. Harian Galamedia, Mantan Bendahara DPKAD Jadi Tersangka: Rinaldi, “Entik
Penerima, DB Pejabat yang Memberikan Hibah”, Selasa, 3 Februari 2015.

3. Harian Tribun Jabar, Pejabat Pemkot Kembali Jadi Tersangka: Kasus Korupsi Dana
Hibah Tahun 2012, Selasa, 3 Februari 2015.

Catatan:

» Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama
negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat
berharga atau barang-barang negara/daerah (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

» Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan
bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

» Korupsi (Tindak Pidana Korupsi) adalah setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi).

» Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Pasal 1
angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD).

» Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana).

» Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara
terus menerus dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial (Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD).

» Persidangan/Pengadilan/Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk
menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur,
dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana).

» Vonis (putusan pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
(Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana).

» Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

» Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar
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sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

» Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara).
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